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RUU Perampasan Aset
Berpeluang Masuk
Prolegnas 2025

Presiden Prabowo Sul

nio disebul sudah berkomunik

i dengan para

ketua umum partai politik untuk Mmembahas RUU Perampasan Aset.

JAKARTA, KOMPAS — Pomerintab
membu ang  Hancangan
Lindang-Undang tentang  Po

rampasan Aset Hasil Kejahatan
masuk

il
Progrm

Perubahan

dalam  daftar
MNasiomal

2025 }’rl_-udcu Prabowo Subi-
anto telah berkomunikasi de-
ngan  ketua wmuam scjumlab
partai politik terkait  rencana

pembabacan BUD Pormmpasan
Aset
Masib RLUTU Perampasan Ascl
hingea kini belum jelass meski
pemerintah telab mengusulkan
pembabasan melalui surat pre-
siden (surpres) di masa pemae -
rintahan Presiden Joko Wida-
e, Alel 3 DFLE  periode
.JO'IQ 30).4 membiahas
¥ set hingm
a bemkhir
Sceptember 20023,

akhir

pada

MR yang kini menjabat juga
masih  menungen  poemerintah
menyverahkan naskah akademik
1 dral BUL Perampasan
Aset

Menteri Hukum Supratman
Andi Agtas, Rabu (4/6/2025),
mengungkapkan, Presiden sa
dabh berkonwinikasi dengan pa-
ra ketua umum partai politik
agar mendukung pembahasan
RULT Perampasan Ascel

Sebelumnya, saat  menyan-
paikan pidato pada 1lari Bk,
siden Prabowao
armpaikan dukungan agar
2 Perampasan Aset sedera
dibabias oleh pemerintah dan
DPH. Menurut dia, undang-un-
A ETL penting untuk menarik
nhali kekayaan negs
asai oleh para Luanuplcu_
] mendukung Lim-
dang- Undang Porampasan
Aset. FEnak e, ool volforng
enggak mau kembalikan asct.
Gue t aier, deh, itu, Setuju?
Bapnimann?  Bits  tero
Kits teruskan \eﬂ] AT

hadap ko u]ﬂ(u. tulur
bowao di hadapan buruh kala
itu.

Sekitar sepekan  kemuodian,

Bonteri Sckretaris Negara Pra

sctyo ladi mencgaskan, Pre-
siden lebih memililh berkon -
nikasi dengan pimpinan DPFR
dan partai-partai poalitik ketim-
bhang mencrbitkan  Peraturan
Pemerintah Penganti Un-
dang-undang (Perppuy Poram
Aset, Komunikasi diba-

d.mpl o setara rerkait pencing-
regulasi poerampasan d §

mendukung  pemberan-
tasan korupsi.
Bertemu dengan DPR

I wrut Suprabiman, sejum-
lah menteri juga sudah berberme
dengan pimpinan TR, Perte-
AT Lertulug y x digelar pe-
kam Jalu itu jugs hawdiri Men-
teri Koordinabor i z Blu-
kum, Hak Asssi Manusiae Tmi-
erasi, dan Pex svatndciban ¥ias

ril Thaa Mahendra, selb
rabmmarn.

“Kami membalas soal oanti
(hemmunekinan) BUD  tersebuot
|>m1u;_| erubahs
rE IMONUNgEn
r Supratmmian di
ria.
ini, DIPR tengah reses
hingma 23 Juni 20625,

Supratman  menambahloan,
dalam rapat tertutap di DPFR
pada peks j

Sup-

Ly

R wang mertpakan
poraturan poelaksana dari Kitals
Undang-undang Hukwm Pida-
na (KUTIPY yang hams segera
fisahka sehah, KUTHIT baru

s
S dh-a]ﬂwn

Kitalr Undang-wodangs HukLu'n

Acara Pidana (KUHALY.

Dengan pertimbangan it
Kementerian  Hukum  akan
bBolan poeresiis i

emermbagi
RL *

imi usulkean dibagi
tara mana yang akan diusual
rshh K‘ 1111.11}:.,11 201 Hul;mm dan

] tel’!l.uzi (huh n le-
- ltu semua kami bi

carakan.” kata Supratimar.
Belum ada komitmen

reneliti Pusat Studi

Anti-
Mu

r_||:|.md.m,~rnn pcrn\.tt.ln:l
Prabosn perda Hari
wsional di Monua-

Ltk
mendukung permnb =an HLIL
Perampasan Aset  itu belum

alebh komitmen  dan
pembentuk o

ikt
hescriusan
dang-undang,

FPembentuk undansundang
adalah pemerinah  dan AR,
Bayoritas DPIR atau sekitar 70
persen kKoalizi partai poli sk
lalh ' pendokung poemeriotab.
Meamwm, hal ita tidak s
ikan cfek es [E=]

e rmberi

Tlitik hukum untuk serius mem-
bahas legiskasi tersebut di- par
lemen.
"Artin
naten
menjon
semalam

secara hitungan
howo  cukup
i dialarm

s Hanya
ke ada ko-

mitimen  dan ST
dimiliki pumhwn‘uk un-
dang undang. Jadi scelama ind
komitmen yang disampaikan di
berbagai am kescempatan
dan medin bahwa Prabowa pu-
i kunuLmua untuk memper
Per raTpasan Aset itu
IHerdian

memba
-\\tet me-

dalam Prolegnas Prior
“Dralam konteks polibik hukuro,
kermgu-ragnan
ini dibahas dan

MEmAng Semacam
mengsali lubang kubur sendis
na ]l.-ula :|k]1irl"'\"’| e |n§f

i,
RUL Perampasan Asct sudah
Tz hampir 20 tabun mengen-
dap tanpa ada pembahasan olech

pembentuk undaryE-wrclang.
 kadi, naskah akadenik
T i murncul pada
2009 di masa pemerintaby
Proesiden ‘-.u_-.)lu Bambang Yu-
dhoyeno, RULD Personp, n
Asct Tindak Pidana ini diini

i oleh Pusat Pelaporan dan

Anal = Transaksi Keuangan
CPPATED.
Dalam perrjalanannya,  pserm-

hahs
capai tahap Analisas!
hambat dinamiks politik dan
Ecluar-masuknya BRUL dari d
tar  Prolegnas.  Hingga  pada
2012 pemerintah menyusun
draf pertama KULT Persomp,
tetapi 'Ik.h.uu ada tindak
iode akhir pe-
DRambang

pererintaban Joko

Widodn, upass membahas RUL
Perampasan Asct bergalic kem

i periode Jo-
kowi., RUL Perampa Ascl
am Prolegnas, tetapd

1h dibahas kKarena b

duk masuk dalam daftar pri-
oritas.

menjelang akhir pe-
armarva, draf kedua
(R EETE TN
disusun, tetapi t
majuan hingga perhatian puhhk
saat i tertuju pada kontestasi
Pemilu 2019 Pemerintahan
Jokowi kembali mengusulkan
agar RBUL  Peranyg v Aset
asuk dalam Prolegnas 2000,
api usulan itu ditolak DPR.

o nhuu keradian,  pada
e e -

tn dral ke

tiga asan sk,
Menjelang satu tahun berakhic-
' . pada

e Jokowd me

meskipun  telah
DR tidak kunjung
RUL Perampasary
perhelatan Pemila
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